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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

INFO JUDICIAL REVIEW
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Diterima
Oleh Mahkamah Konstitusi)

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 63 /PUU-XX/2022 PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG
PROVINSI SULAWESI UTARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

7 JULI 2022

PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, pukul 11.53 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (selanjutnya
disebut UU 5/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor
63/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 63/PUU-
XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal
DPRRI

PEMOHON
Bahwa permohonan pengujian UU 5/2022 diajukan oleh Immanuel Mahole, S.H.,
untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

PERTIMBANGAN HUKUM
Bahwa terhadap pengujian formil a quo UU 5/2022 dalam permohonan a quo,
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian
formil undnag-undang, in casu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang
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Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 65, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6776,
selanjutnya disebut UU 5/2022) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah
berwenang mengadili permohonan a quo, dan selanjutnya Mahkamah akan
mempertimbangkan keterpenuhan tenggang waktu pengujian formil.

Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil

[3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan
pengujian formil, Mahkamah melalui beberapa putusannya telah menyatakan
pendiriannya yang terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
100/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada 20 Juni 2022, yang pada pokoknya menegaskan berkenaan dengan tenggang
waktu pengajuan permohonan pengujian formil maka makna “sejak” lebih
bersifat pasti dan konkret dibanding makna “setelah”. Oleh karena itu, demi
kepastian hukum, Mahkamah berpendirian pengajuan permohonan pengujian
formil undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan dalam waktu 45 (empat
puluh lima) hari dihitung sejak undang-undang diundangkan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

[3.5] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama telah
ternyata permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada 30 April 2022
sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 57/PUU/PAN.MK/
AP3/05/2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik
(e-BRPK) pada 19 Mei 2022 dengan Nomor 63/PUU-XX/2022. Sementara itu, UU
5/2022 diundangkan pada 16 Maret 2022 dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6776, maka dengan demikian permohonan Pemohon diajukan
pada hari ke 46 (empat puluh enam) sejak UU 5/2022 diundangkan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776;

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan a quo, Pemohon dalam
Persidangan Pemeriksaan dengan agenda sidang Pemeriksaan Perbaikan
Permohonan pada 22 Juni 2022 pun menyatakan telah mengakui pengajuan
permohonannya telah melewati syarat tenggang waktu pengajuan permohonan
pengujian formil sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 63 /PUU-
XX/2022, tanggal 22 Juni 2022];
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[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh
karena itu permohonan Pemohon berkaitan dengan pengujian formil UU 5/2022
terhadap UUD 1945 diajukan telah melewati tenggang waktu 45 (empat puluh
lima) hari sejak UU 5/2022 diundangkan, yaitu diajukan pada hari ke-46 (empat
puluh enam) sejak UU a quo diundangkan. Dengan demikian, permohonan
Pemohon adalah tidak memenuhi syarat tenggang waktu dalam pengajuan
pengujian formil di Mahkamah Konstitusi.

[3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili
permohonan Pemohon a quo, namun oleh karena permohonan Pemohon
diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil
maka kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lainnya
tidak dipertimbangkan.

AMAR PUTUSAN
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi
dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara
negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK
dalam Perkara Nomor 63/PUU-XX/2022 yang menyatakan permohonan
Pemohon tidak dapat diterima terhadap pengujian formil UU 5/2022
mengandung arti bahwa undang-undang a quo tidak bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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